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BAB II 

KOMUNIKASI POLITIK 

A. Pengertian Komunikasi Politik 

Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan 

menggabungkan dua definisi, “komunikasi” dan “politik”. Ia memiliki konsep 

tersendiri, meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep 

tersebut. Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia 

merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masing dapat dikatakan relatif 

berdiri sendiri. Namun keduanya memiliki kesamaan-kesamaan sebab memiliki 

objek material yang sama yaitu manusia. Kesamaan objek material ini membuat 

kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. 

Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, yakni 

sifat yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan 

mengembangkan kajian kontekstualnya. Komunikasi mengembangkan bidang 

kajiannya yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, 

dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik.
1
 

Komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa 

menghubungkannya dengan dimensi-dimensi politik serta dengan segala aspek 

dan problematikanya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik 

terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas 

realitas sehari-hari. Kalaupun komunikasi dipahami secara sederhana sebagai 

                                                 
1
 Nina Winangsih Syam, Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi. 

(Bandung: Unpad, 2002), 18 
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“proses penyampaian pesan”, tetap saja akan muncul pertanyaan, apakah dengan 

demikian komunikasi politik berarti “proses penyampaian pesan-pesan politik.” 

Lalu apa yang disebut pesan-pesan politik itu?  

Berkenaan dengan hal ini, sebelum memahami konsep dasar komunikasi 

politik, perlu terlebih dahulu ditelurusi pengertian politik paling tidak dalam 

konteks yang menjadi masalah penelitian ini.  

Politics, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu 

politik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Yunani pun mengenal beberapa istilah 

yang terkait dengan kata politik, seperti politics (menyangkut warga negara), 

polities (seorang warga negara), polis (kota negara), dan politeia (kewargaan).  

Pengertian leksikal seperti ini mendorong lahirnya penafsiran politik 

sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, atau relasi sosial dalam 

konteks bernegara atau dalam urusan publik. Penafsiran seperti ini selaras dengan 

konsepsi seorang antropolog semisal Smith yang menyatakan bahwa politik 

adalah serangkaian tindakan yang mengaarahkan dan menata urusan-urusan 

publik.
2
  

Selain terdapat fungsi administratif pemerintahan, dalam sistem politik 

juga terjadi penggunaan kekuasaan (power) dan perebutan sumber-sumber 

kekuasaan. Smith sendiri memahami kekuasaan sebagai pengaruh atas pembuatan 

keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus 

menerus. Konsep lain yang berkaitan dengan politik adalah otoritas (authority), 

yaitu kekuasaan (formal) yang terlegitimasi. 

                                                 
2
 Nie dan Verb, Political Participation, Handbook of Political Sciences. FredI. Greenstein 

& Nelson W,P. (eds), (Addison: Wesley Publishing Company, 1975), 486. 
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Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara, kota, yaitu secara 

totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata 

“polis” ini berkembang menjadi “politicos” yang artinya kewarganegaraan. Dari 

kata “politicos” menjadi ”politera” yang berarti hak-hak kewarganegaraan.
3
 

Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya 

Nimmo mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur 

perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang 

berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, 

perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang 

perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka 

menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan 

masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik. 

Bagi Lasswell, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan.
4
 Berbeda 

dengan David Easton dalam mendefinisikan politik sebagai berikut:  

“Political as a process those developmental processes through which 

person acquire political orientation and patterns of behavior”
5
 

Dalam definisi ini David Easton menitikberatkan bahwa politik itu sebagai 

suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima 

orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku. 

Dalam pandangan Surbakti, politik didefinisikan sebagai “the management 

of conflict.” Definisi ini didasarkan pada satu anggapan bahwa salah satu tujuan 

                                                 
3
 Sumarno AP, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1989), 8 
4
 Varma, S.P. Teori Politik Modern, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 258. 

5
 Sumarno, A.P. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik, 8. 
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pokok pemerintahan adalah untuk mengatur konflik.
6
 Jadi pemerintahan sendiri 

pada dasarnya diperlukan untuk memberikan jaminan kehidupan yang tentram 

bagi masayrakatnya, terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik diantara 

individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Pengertian ini memang didasarkan 

pada realitas politik di negara-negara bagian di Amerika. 

Untuk bisa mengatur konflik tentu tidak bisa menghindari pentingnya 

kekuasaan dan otoritas formal. Penguasa yang tidak memiliki kekuasaan tidak 

akan pernah mampu mengatasi masalah-masalah yang sewaktu-waktu muncul di 

masyarakat. Konsekuensinya, ia dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi 

dan dianggap tidak berfungsi. 

Apabila definisi komunikasi dan definisi politik itu kita kaitkan dengan 

komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan sebagai berikut: 

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu 

pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan 

komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang 

ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.
7
 

Mengenai komunikasi politik ini (political communication) Kantaprawira 

memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang 

hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun 

sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.
8
 

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai 

pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang 

                                                 
6
 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1999), 31. 

7
 S. Soesanto Astrid. Komunikasi Sosial di Indonesia. (Jakarta: Bina Cipta, 1980), 2. 

8
 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik di Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 25. 
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diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) 

harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah 

proses komunikasi. 

Dilihat dari tujuan politik “an sich”, maka hakikat komunikasi politik 

adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau 

ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, 

dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat 

diwujudkan. 

Lasswell memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua 

hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai 

atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam 

dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, 

bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat 

mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa 

memperhatikan kejadian masa lalu.
9
  

Dalam hal ini, R.S. Sigel memberikan pandangan sebagai berikut:
10

 

“Political socialization refers to the learning process, by which the 

political norms and behavior acceptable to an ongoing political 

system are transmitted from generation to generation.” 

Dari batasan Sigel ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik bukan hanya 

menitikberatkan pada penerimaan norma-norma politik dan tingkah laku pada 

sistem politik yang sedang berlangsung, tapi juga bagaimana merwariskan atau 

mengalihkan nilai-nilai dari suatu generasi kenegaraan berikutnya. 

                                                 
9
 Varma, S.P. Teori Politik Modern, 258. 

10
 Sumarno, A.P. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik, 10. 
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Dalam proses politik, terlihat kemudian posisi penting komunikasi politik 

terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan. Proses ini 

berlangsung di semua tingkat masyarakat di setiap tempat yang memungkinkan 

terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-

kelompoknya. Sebab dalam kehidupan bernegara, setiap individu memerlukan 

informasi terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak menurut fungsinya. 

Jadi dalam kerangka fungsi seperti ini, Rush dan Althoff mendefinisikan 

komunikasi politik sebagai: Proses di mana informasi politik yang relevan 

diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara 

sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.
11

 

Karena itu, kata Budiardjo, sistem politik demokrasi selalu mensyaratkan 

adanya kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan berbicara (freedom 

of the speech). Dan fungsi-fungsi ini semua secara timbal balik dimainkan oleh 

komunikasi politik.
12

 Itulah sebabnya, Susanto mendefinisikan komunikasi politik 

sebagai: komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian pengaruh sedemikian 

rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat 

mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama.
13

 

Kerangka yang diberikan ilmu komunikasi bagi komunikasi politik adalah 

sebagaimana digambarkan dalam paradigma Laswell: siapa, mengatakan apa, 

dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Paradigma ini 

mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses 

komunikasi, dan berlaku inheren dalam komunikasi politik. Walaupun dipandang 

                                                 
11

 Rush dan Althoff, 1997, Pengantar Sosial Politik. Raja Grafindo, Jakarta), 24. 
12

 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1956), 38. 
13

 Astrid Susanto, Komunikasi Sosial di Indonesia. (Bandung: Binacipta, 1985), 2. 
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sangat “berbau” mekanistik, dan karenanya berimplikasi simplistik dan linier, 

penghampiran ini berjasa untuk menelaah komunikasi politik lebih lanjut. 

Nimmo melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, 

atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang 

secara kolektif sangat mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik 

sosial.
14

 Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan 

melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian 

itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui 

komunikasi. 

Pendapat ini diperkuat oleh Almond dan Powell yang menempatkan 

komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi 

artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem 

politik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi 

berlangsungya fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan Galnoor menyebutkan bahwa 

komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari 

berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama 

dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran.
15

 

Dari deskripsi di atas, komunikasi politik memusatkan kajiannya kepada 

materi atau pesan yang berbobot politik yang mencakup di dalamnya masalah 

kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatf). 

Hal ini bisa diperkuat oleh pendapat Sumarno yang mengajukan formulasi 

                                                 
14

 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media). Terjemahan: Tjun 

Surjaman. Cetakan III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 8. 
15

 Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi 

Politik Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 9. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 

 

komunikasi politik sebagai suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap 

dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik.
16

 Dalam 

ungkapan yang lebih terbuka komunikasi politik menyangkut hal-hal sebagai 

berikut: (1) disampaikan oleh komunikator politik, (2) pesannya berbobot politik 

yang menyangkut kekuasaan dan negara, (3) terintegrasi dalam sistem politik. 

B. Unsur-Unsur Komunikasi Politik 

unsur yang ada dalam komunikasi politik tidaklah berbeda  dengan unsur-

unsur komunikasi pada umumnya. Dimana secara pokok terdiri dari komunikator 

(penyampai pesan), message (pesan), komunikan (penerima pesan). Dan Nimmo 

dalam mengkaji komunikasi politik melibatkan unsur- unsur komunikator politik, 

pesan politik, media politik, khalayak politik, serta akibat- akibat komunikasi 

politik. Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan 

unsur-unsur komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu.
17

 

a. Komunikator 

Komunikator dalam proses Komunikasi politik memainkan peran sebagai 

pembentuk opini publik. Sedangkan pesan adalah pembicaraan-pembicaraan 

sebagai proses negosiasi yang bertujaun membentuk pengertian bersama antara 

berbagai pihak tentang bagaimana sikap seharusnya yang harus diperankan setiap 

pihak dan bagaimana bertindak terhadap sesamanya. Dari sini, isi komunikasi 

politik seharusnya tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan tetapi juga 

kemungkinan terjadinya konflik. Hal itu mengandung pengertian bahwa pesan 

politik dimungkinkan mengandung paradoks sebagai bentuk penyelesaian konflik. 

                                                 
16

 Sumarno AP, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, 3. 
17

 Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media, terj. Jalaluddin Rakhmat 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 8-9 
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Sedangkan media politik dalam proses komunikasi politik dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana yang tidak hanya berhubungan  dengan kepantingan juga mampu 

dimanfaatkan untuk berbicara kepada publik dengan sasaran tertentu. Menurut 

Novel Ali hal mendasar menjadi pembahasan dalam komunikasi politik adalah 

akibat yang ditimbulkan oleh komunikasi politik. Akibat tersebut dapat berbentuk 

simpati, partisipasi tetapi juga dapat berwujud sinisme, antipati serta perlawanan 

politik Dengan demikian komunikasi politik harus mampu menghasilkan 

pembentukan dan perubahan sikap positif tetapi dapat juga bermakna negatif bagi 

komunikator politiknya.
18

  

Sebagai opinion leader, komunikator politik memainkan peran sosial yang 

utama, terutama dalam proses opini publik. Sosiolog Halloran, menempatkan 

komunikator politik dalam posisi utama dalam kegiatan komunikasi. Menurutnya 

proses komunikasi ditentukan oleh situasi sosial tempat dimana komuniakasi 

bermula, berkembang dan berlangsung terus. Situasi ini mengharuskan 

keharmonisan hubungan antara komunikator dan komunikan dan menjadikan 

hubungan diantara keduanya sebagai bagian integral dari sistem sosial yang ada. 

Selanjutnya,  Dan Nimmo, mengidentifikasi terhadap tiga kelompok yang 

dapat berperan sebagaai komunikator politik. Ketiga kelompok itu adalah 

politikus, profesional dan aktivis. Sebagai komunikator politik, politikus dapat 

berperan sebagai wakil dari suatu kelompok, dengan sendirinya pesan-pesan 

politikus diarahkan untuk mencapai tujuan politik dari suatu kelompok. Di 

                                                 
18

 Novel Ali, Peradaban Komunikasi Indonesia Potret Manusia Indonesia (Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 1999), 132  
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samping itu politikus juga dapat berperan sebagai ideologi dalam kegiatan 

komunikasi politik. Sebagai komunikator politik yang berkecenderungan sebagai 

ideolog, politikus mengusahakan tercapainya kebijakan yang berdampak luas, 

mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.
19

 

Komunikator profesional dapat berfungsi sebagai manipulator dan makelar 

simbol yang menghubungkan pemimpin satu sama lain dengan para pengikut. 

Sebagai makelar simbol, profesional bertugas untuk menerjemahkan sikap, 

pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa yang lain yang berbeda tetapi 

dapat dimengerti. Komunikator politik dari unsur profesional terdiri atas jurnalis 

dan promotor. Yang termasuk dalam kategori promotor diantaranya adalah 

makelar-makelar simbol. 

Terdapat dua komunikator politik dari kalangan aktivis. Yang pertama 

adalah juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Komunikator dari 

kalangan ini tidak menjadikan komunikasi politik sebagai lapangnan kerja. Tetapi 

komunikator cukup baik dalam komunikasi dan politik, dengan demikian dapat 

dikatakan sebagai semi profesional. Komunikator ini berbicara untuk kepentingan 

terorganisasi, juga mewakili tuntutan keanggotaan suatu organisasi serta 

melakukan tawar menawar politik. Sedangkan yang kedua adalah pemuka 

pendapat. Komunikator ini mempunyai peran untuk mempengaruhi keputusan 

orang lain dengan meyakinkan komunikan politik untuk mengikuti pilihannya 

atau sering dikatakan memberikan petunjuk kepada komunikan untuk membuat 

                                                 
19

 Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media, 30-37 
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keputusan yang sama dengannya. Di samping itu pemuka pendapat juga berperan 

meneruskan informasi politik dari media berita kepada masyarakat umum. 

b. Pesan 

Teknik berkomunikasi adalah cara atau “seni” panyampaian suatu pesan 

yang dilakuakan oleh komunikator sedemiakian rupa sehingga menimbulkan 

dampak tertentu bagi komunikan. Pesan yang disampaikan komunikator adalah 

pernyataan sebagai panduan pemikiran dan perasaan, dapat berupa ide, informasi, 

keluhan, keyakinan, himbauan anjuran dan sebagainya.Sedangkan pesan dalam 

komunikasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain.
20

 

Pesan dalam kegiatan komunikasi politik diklasifikasikan Nimmo menjadi 

tiga hal. Pertama adalah pembicaraan tentang kekuasaan yang dimaksudkan untuk 

mempengaruhi orang lain dengan janji dan ancaman. Pembicaraan kekuasaan 

adalah suatau usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan jalan menyampaiakan 

pesan-pesan politik yang berisi janji-janji atau ancaman dalam suatu kegiatan 

komunikasi politik. Kedua, pembicaraan pengaruh. Pesan dalam komunikasi 

politik dimaksudakan untuk mempengaruhi khalayak dengan berbagai cara antara 

lain: nasehat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Tujuan dari pembicaraan 

pengaruh adalah berusaha memanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain 

terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Dan ke tiga, pembicaraan 

autoritas. Pesan dari pembicaraan autoritas adalah memberi perintah. Pembicaraan 

ini mengharuskan munculnya rasa kepatuhan khalayak kepada para pemimpinnya. 

Dengan demikian sumber-sumber autoritas sangat berbeda-beda apabila khalayak 

                                                 
20

 Onong Uchyana Effendi, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),  
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mempunyai kapabilitas yang tinggi maka pesan akan lebih mudah diterima 

apabila disampaikan oleh komunikator yang mempunyai latar belakang sosial 

yang sejenis.
21

 

c. Media 

Komunikator mempunyai bentuk-bentuk simbolik dan kombinasinya 

dengan berbagai teknik dan media: secara lisan melalui perbincangan profesional, 

melalui catatan seperti koran dan majalah, dan teknik elektronik seperti radio atau 

televisi. Dilihat secara luas, saluran komunikasi terdiri atas lambang-lambang, 

kombinasinya, dan berbagai teknik secara media yang digunakan untuk berbicara 

dengan khalayak. Dengan demikian maka saluran komunikasi adalah saran yang 

memudahkan penyampaian pesan. Maka saluran komunikasi lebih dari sekedar 

titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa berbicara 

kepada siapa, dalam keadaan bagaiman serta sejauh mana dapat dipercaya.
22

 

Dan Nimmo mengajukan tiga jenis media komunikasi yang digunakan 

dalam kegiatan komunikasi politik. Ketiga jenis media tersebut adalah: media 

massa, media komunikasi inter personal dan media komunikasi organisasi.Ada 

dua bentuk saluran komuniaksi massa, masing-masing berdasarkan tingkat 

langsungnya komunikasi satu kepada banyak. Bentuk yang pertama terdiri atas 

komunikasi tatap muka seperti bila seorang kandidat politik berbicara di depan 

rapat umum atau ketika seseorang berbicara di depan khalayak besar atau 

konferensi pers. Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara ditempatkan di 

antara komunikator dan khlayak. Di sini media, teknologi, sarana komunikasi 

                                                 
21
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lainnya turut serta. Batas media massa dari penjelasan bersifat longgar tidak hanya 

berhenti pada media elektronik dan cetak, tetapi juga media-media komunikasi 

yang berbentuk rapat-rapat besar dan pertemuan-pertemuan.
23

 

Sedangakan media komunikasi inter personal merupakan bentuk hubungan 

satu kepada satu. Media (saluran) ini dapat berbentuk tatap muka maupun 

perantara. Sedangkan media komunikasi ketiga adalah komunikasi organisasi 

yang menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. 

Akan tetapi komunikasi politik satu kepada satu yang melibatkan organisasi 

jarang dilakukan. Oleh sebab itu saluran komunikasi satu kepada banyak dengan 

melalui perantara dijadikan alternatif sebagai media komunikasi organisasi. 

Bentuk dari komunikasi perantara ini adalah penyebaran pamflet dan tidak jarang 

yang sering terjadi di Indonesia adalah penyampaian pesan komunikasi politik 

melaui pembagian atribut seperti kaos-kaos maupun sembako kepada khalayak.
24

 

d. Khalayak  

Jalaluddin Rakhmat menjelaskan pengertian khalayak dengan sejumlah 

orang yang heterogen. Mereka menjadi khalayak komunikasi politik segera 

setelah mereka “mengkristal” menjadi opini publik.
25

 Arthur F. Bentey dalam 

bukunya The Process of Government sebagaimana dikutip Dan Nimmo 

memberikan pengertian yang mengarah pada pemahaman tentang khalayak 

sebagai bagian tertentu dari orang-orang dalam masyarakat yang diperlakukan 
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 Ibid, 168 
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 Ibid. 
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 Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Politik Hubungan Antara Khalayak dan Efek, sebuah 

pengantar dalam Dan Nimmo, Komunikasi Khalayak dan Efek, terj. Jalauddin Rakhmat, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. vi 
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tidak sebagai massa fisik yang terpisah dari masa yang lain, tetapi sebagai 

“kegiatan massa yang tidak menghalangi orang yang berpartisipasi di dalamnya 

untuk berpartisipasi juga dalam banyak kegiatan kelompok yang lain”.
26

 

Sedangkan Nimmo memberikan pengertian khlayak dengan sejumlah orang yang 

bertindak atau cenderung bertindak yaitu, dalam berbagai tahap tindakan. Bila 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan, suatu kelompok terdiri atas orang-orang 

yang melakukan kegiatan yang dipersatukan tanpa menghiraukan apakah yang 

mendasari kegiatan itu berupa organisasi formal atau tidak formal. Artinya orang 

bergabung untuk bertindak dalam proses opini meskipun tidak diorganisasi secara 

formal membentuk kelompok atau opini publik.
27

 

Khalayak dibagi atas khalayak yang terorganisir, tidak terorganisir dan 

khalayak umum (khalayak banyak) serta publik kepemimpinan. Khalayak 

terorganisasi terbagi dalam tiga kelompok, publik atentif, publik berpikiran isu 

dan publik ideologis.Publik atentif merupakan kumpulan warga negara yang 

dibedakan berdasarkan tingkatnya dalam keterlibatan politik, informasi, perhatian 

dan berpikiran kewarganegaraan. Publik atentif sering bermain sebagai pemuka 

pendapat, yakni orang-orang yang sering dimintai pendapatnya oleh warga negara 

lain yang kurang informasi dan kurang keterlibatannya dalam politik. Publik 

atentif menempati posisi penting dalam proses opini karena mereka bertindak 

sebagai saluran komunikasi interpersonal dalam aliran pesan timbal balik antara 

pemimpin politik dan publik umum. Publik atentif juga bergabung dengan 

                                                 
26

 Ibid. 42 
27
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pemimpin politik sebagai pembawa konsensus dan sebagai perantara antara 

khalayak umum dengan pimpinan politik.
28

  

Publik berpikiran isu adalah sekumpulan khalayak yang memusatkan 

perhatian pada suatu isu tertentu. Sekumpulan khalayak yang memusatkan 

perhatian pada isu yang sama kemudian membentuk publik khusus, publik yang 

pada akhirnya bisa–tetapi tidak perlu–mengatur diri menjadi kelompok formal. 

Sedangkan khalayak (public) ideologis adalah orang yang memiliki kepercayaan 

yang relatif tertutup, yang nilai-nilainya adalah suka dan tidak suka dipegang erat-

erat. Sistem kepercayaan yang terdapat dalam publik ideologis konsisten secara 

internal. Mereka menganut kepercayaan dan atau nilai yang secara logis melekat, 

tidak berkontradiksi satu sama lain.
29

 

e. Efek  

Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan. Dalam komunikasi 

pemilihan umum dan pilkada, efek yang diharapkan dari kegiatan komunikasi 

politik adalah pemberian suara kepada partai atau calon yang diusungnya.
30

 

C. Komunikator Politik 

Menurut Nimmo, salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang 

dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh 

seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua 

adalah komunikator, begitu pula siapa pun yang dalam setting politik adalah 
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komunikator politik.
31

 Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh 

berkomunikasi tentang politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat 

demikian, setidak-tidaknya yang melakukannya serta tetap dan sinambung. 

Mereka yang relatif sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah 

pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan 

warga negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila 

mereka berbicara dan berbuat.  

Sebagai pendukung pengertian yang lebih besar terhadap peran 

komunikator politik dalam proses opini, Leonard W. Dood menyarankan jenis-

jenis hal yang patut diketahui mengenai mereka: ”Komunikator dapat dianalisis 

sebagai dirinya sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang 

diberikannya kepada mereka sebagai manusia, dapat mempengaruhi komunikasi 

yang dihasilkannya; jadi jika ia mengira mereka itu bodoh, ia akan menyesuaikan 

nada pesannya dengan tingkat yang sama rendahnya. Ia sendiri memiki 

kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan 

kemampuan akalnya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang 

serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya 

oleh motif untuk berkomukasi.
32

  

Berdasar pada anjuran Dood, jelas bahwa komukator atau para 

komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat 

harus ditetapkan. Untuk keperluan ini dapat diidentifikasi tiga kategori politikus, 

                                                 
31

 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media), 28. 
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yaitu yang bertindak sebagai komunikator pilitik, komunikator profesional dalam 

politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (part time).
33

 

a. Politikus sebagai komunikator Politik 

Kelompok pertama ini adalah orang yang bercita-cita untuk 

memegang jabatan pemerintah dan memegang pemerintah yang harus 

berkomunikasi tentang politik dan disebut dengan politikus, tak peduli 

apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik jabatan 

eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek 

aspek utama dalam kegiatan ini. Meskipun politikus melayani 

beraneka tujuan dengan berkomunkasi, ada dua hal yang menonjol. 

Daniel katz menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan 

pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan 

mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan 

demikian.
34

 

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu 

berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok; pesan-pesan politikus 

itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, artinya 

komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, 

politikus yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat 

perhatiannya kepada mendesakkan tuntutan kelompoknya, ia lebih 

menyibukkan diri untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, 
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mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan 

revolusioner. 

 Termasuk dalam kelompok ini, politikus yang tidak 

memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator 

politik mengenai masalah yang lingkupnya nasional dan internasional, 

masalah yang jangkauannya berganda dan sempit. 

Jadi banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator 

politik, namun untuk mudahnya kita klasifikasikan mereka sebagai 

politikus (1) berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) 

berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan 

masalah berganda atau masalah tunggal. 

b. Profesional sebagai komunikator politik 

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif 

baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya 

mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa yang 

melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk 

meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan perkembangan serta-

merta media khusus yang menciptakan publik baru untuk menjadi 

konsumen informasi dan hiburan.
35

 

Seorang komunikator profesional, menurut James Carey  

adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, 

pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-

                                                 
35
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istilah komunitas bahasa yang lain dan berbeda tetapi menarik dan 

dapat dimengerti.
36

 Komunikator profesional menghubungkan 

golongan elit dalam organisasi atau kominitas mana pun dengan 

khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas 

bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama. 

Bagaimanapun, karena menjadi komunikator profesional, 

bukan politikus, profesional yang berkomunikasi menempatkan dirinya 

terpisah dari tipe-tipe komunikator politik yang lain, terutama aktivis 

politik. 

D. Fungsi Komunikasi Politik 

Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, 

fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur 

politik) atau disebut pula dengan istilah the governmental political sphere, 

berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk 

mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang 

lebih luas. 

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) 

yang disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agregasi 

kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai 

proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses 
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penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil 

agregasi dan artikulasi tersebut.
37

 

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komuniksi politik pada 

hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur 

yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini 

bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga 

mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan rakyat. 
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